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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan amalisi yang penulis lakukan,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa dalam diskresi

polisi terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm Di

Yogyakarta didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan yaitu :

1. Budaya

2. Agama (dalam hal persiapan menjalankan ibadah suatu agama)

3. Kepentingan Umum.

Tidak semua pengendara sepeda motor mendapat diskresi dalam

penggunaan helm tetapi hanya Abdi Dalem, Prajurit Kraton, Umat Hindhu

yang akan sembhayang ke Pura, ibu-ibu berkonde, iring-iringan pelayat,

dan umat muslim yang akan menuju tempat Sholat Ied dengan

mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.
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B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saran

sebagai berikut, sebaiknya dibuat peraturan khusus tentang penggunanaan

helm di Yogyakarta yang dapat mengakomodir seluruh aspek kehidupan

dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirasa kurang

memperhatikan aspek-aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.

Seharusnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengecualian dalam

penggunaan helm di beberapa tempat di Indonesia dengan menyebutkan

siapa saja yang mendapat pengecualian.

Polisi dalam penegakannya juga diharapkan memperhatikan aspek-

aspek kehidupan dalam penegakannya. Salah satunya kebudayaan

dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan kota yang masih kental

budayanya. Diharapkan peraturan lalu lintas dapat diterapkan dalam

masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kebudayaan sehingga

kebudayaan tetap dapat dilestarikan.
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